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Abstract

Tax management, especially in companies, has a huge impact. Some taxes have facilities that
can be utilized by taxpayers with certain conditions, one of which is PP No. 23/2018. Thus, the
purpose of this research is to find out the tax planning scheme in order to utilize the PP No.
23/2018 facility. This research is a literature study study derived from journals and supported by
interviews as primary research data with the object of research is a company engaged in trading
and goods in East Java. It was found that there was tax evasion in the implementation of tax
planning by the company in the form of a scheme that made employee salaries below PKP and
fictitious directors' salaries because this affected the company's gross turnover. This is done by
the company to take advantage of the facilities from PP No. 23/2018 in the form of 0.5% final
income tax. Although this scheme is considered illegal (tax evasion), it is carried out as an effort
by the company to provide welfare in the form of not deducting employee salaries due to the
fulfillment of tax obligations and to reduce the corporate tax rate.
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1. PENDAHULUAN

Setiap negara di seluruh dunia dari negara
miskKin, berkembang, hingga maju
memerlukan pembangunan. Menjadi negara
peringkat keempat dengan populasi penduduk

timbal  balik kepada negara yang
memberlakukan pajak dan dimanfaatkan oleh
negara tersebut untuk kebutuhan umum.
Pemasukan dari pajak memiliki jumlah
yang besar, maka dari itu pemerintah perlu

terbesar, Indonesia tentunya menjadikan ~ membuat  kebijakan yang tepat agar
pembangunan sebagai misi yang perlu terus ~ Pengelolaan pajak dapat lebih terarah.
menerus dilakukan karena pembangunan Dengan itu, proses pembangunan dapat

dilaksanakan dengan lancar. Pajak di
Indonesia sendiri banyak jenisnya, terdapat
dua jenis cara pemungutan pajak di Indonesia,
antara lain pajak tidak langsung dan pajak

memiliki peran yang sangat penting dalam
memberikan kesejahteraan kepada
masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut
tentunya dibutuhkan banyak biaya yang harus

dikeluarkan. Oleh karena itu, negara harus
mempunyai sumber pembiayaan yang cukup
dan memadai salah satunya bersumber dari
sektor pajak.

Mardiasmo (2016:3) menjelaskan pajak
merupakan sumbangan yang diberikan oleh
Wajib Pajak yang bersifat memaksa dan tanpa

langsung. Pajak Penghasilan (PPh) badan
menjadi salah satu contoh dari pajak
langsung, yaitu pajak yang dikenakan atas
pendapatan yang dihasilkan oleh suatu
perusahaan atau badan. Berdasarkan sifatnya
PPh Badan terbagi menjadi 2, yaitu PPh
Badan Final yang diatur dalam PP No. 23
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Tahun 2018 (sekarang PP No. 55 Tahun
2022) dan PPh Badan Tidak Final yang diatur
dalam Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan. Setiap peraturan pada dasarnya
memiliki  fasilitas-fasilitas yang  dapat
dimanfaatkan oleh perusahaan dalam upaya
mengefisiensikan beban pajak perusahaannya
dan hal tersebut harus dimanfaatkan secara
maksimal melalui perencanaan pajak yang
efektif dan efisien.

Perencanaan pajak atau tax planning
merupakan step awal dalam manajemen
perpajakan dimana penelitian dilakukan atas
peraturan  perpajakan  untuk  melihat
kemungkinan atau celah dalam melakukan
penghematan dalam pembayaran pajak (Erly
Suandy, 2017). Jadi, tax planning merupakan
sebuah tindakan yang dapat dilakukan oleh
wajib pajak karena sifatnya yang legal guna
meminimalisir beban pajak yang dibayarkan
kepada negara.

Berbicara mengenai perencanaan pajak,
setiap perusahaan atau instansi yang memiliki
pegawai, tentunya harus memiliki
perencanaan pajak yang mematuhi peraturan
perundang-undangan  contohnya  dalam
menghitung PPh 21 karyawannya. Pemerintah
melalui  Kementerian  Keuangan telah
mengatur undang-undang terkait PPh 21. Hal
tersebut tentunya berguna bagi perusahaan
untuk menaati mekanisme perhitungan PPh
21 terhadap karyawannya (Nasution, 2020).
Amal  (2021) menjelaskan  mengenai
perhitungan, pemotongan, penyetoran dan
pelaporan PPh 21 pada salah satu hotel di
Manado, vyaitu Swissbel-Hotel Maleosan.
Menurutnya Hotel tersebut telah melakukan
perhitungan PPh 21 atas karyawannya sesuai
dengan Undang-Undang terkait, yaitu UU No.
36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan dan
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016
yang mengatur pedoman teknis tata cara
pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh
21 atau PPh 26 yang berhubungan dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
Dalam tahap pelaporan, hotel tersebut juga
sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang

No 36 Tahun 2008 dan Peraturan DJP No
PER-16/PJ/2016 dan PMK No.
9/PMK.3/2018 terkait batas waktu pelaporan
SPT masa 20 hari bulan takwim berikutnya.
Hal berbalik justru diungkapkan pada
penelitian yang dilakukan oleh Kurniyawati
(2019) pada penelitian perhitungan dan
pelaporan pajak di suatu perusahaan di
Surabaya. Menurutnya perusahaan belum
sepenuhnya melakukan perhitungan dan
pemotongan pajak sebagaimana dimaksud di
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008, Hal tersebut karena ada beberapa
pegawai yang ditetapkan pajaknya lebih dari
perhitungan pajak seharusnya, sebab adanya
ketidak telitian perusahaan dalam mengetahui
status pegawai secara berkala. Kesalahan
tersebut tentunya didasarkan atas
ketidaktelitian Wajib Pajak dalam
menghitung pajak penghasilan karyawannya
dan tidak bertujuan untuk menghindari pajak.
Oleh karena itu, perencanaan pajak sangat
dibutuhkan oleh setiap perusahaan agar tidak
terjadi  hal-hal yang akan merugikan
karyawan dan perusahaan itu sendiri.
Perencanaan pajak akan berbeda di tiap
perusahaan menyesuaikan dengan kondisi dan
bidang perusahaan, namun tujuan dari
perencanaan pajak adalah sama, vyaitu
meminimalkan beban pajak perusahaan, ada
yang sifatnya ilegal dan juga legal, tax
avoidance adalah strategi legal yang
digunakan untuk menghindari pajak karena

tidak menyalahi aturan. Sebaliknya, tax
evasion adalah strategi ilegal untuk
menghindari  pengenaan  pajak  karena

melanggar aturan perpajakan. Penghindaran
pajak (tax avoidance) adalah suatu kondisi
dimana  perusahaan  berusaha  untuk
mengurangi tingkat pembayaran pajak dengan
tujuan meminimalkan biaya untuk
memperoleh laba yang optimal tanpa
melanggar peraturan perpajakan (Wulansari,
2018). Sedangkan tax evasion merupakan
cara penghematan pajak dengan cara
menggelapkan pajak yang akan berdampak
pada tidak tercapainya target penerimaan
pajak (Friskianti dan Hanayani, 2014).
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Sulitnya penerapan tax evasion menjadi latar
belakang lebih sedikit terjadinya praktik
ilegal penghindaran pajak seperti
kompleksnya sistem hukum pajak, kurangnya
sumber daya dan keahlian, keberadaan
rekening rahasia dan offshore, serta
kolaborasi internasional yang terbatas.
Penghindaran pajak dengan cara legal biasa
dikenal dengan penghindaran pajak yang
memanfaatkan  keberadaan grey area,
menurut Rindiani dan Asalam (2022) grey
area adalah suatu kelemahan atau celah di
dalam undang-undang dan  peraturan
perpajakan yang digunakan oleh perusahaan
sebagai strategi legal dalam mengurangi
beban atau biaya pajak serendah mungkin.
Pegawai tetap tentunya menjadi objek
wajib pajak yang mempunyai tanggung jawab
untuk membayar PPh 21, tak terkecuali
pegawai yang bekerja di PT X. PT X—yang
tidak mau disebutkan namanya—menjadi
contoh perusahaan yang memanfaatkan
fasilitas dari PP No. 23 Tahun 2018. Dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya tahun
2021 — 2022, PT X membuat kebijakan yang
mengakibatkan omzet bruto perusahaan di
bawah ketentuan dari PP No. 23 Tahun 2018
yakni di bawah Rp4,8 miliar. Terlebih lagi,
PT X baru berdiri kurang lebih selama 3
tahun yang menjadikannya sebagai kategori
Perseroan Terbatas (PT) vyang dapat
memanfaatkan fasilitas PP No. 23 Tahun
2018. Hal tersebut yang menjadi alasan
peneliti  untuk  menganalisis PT X
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka
penelitian ini dibuat untuk memperoleh
informasi terkait perencanaan pajak yang
dilakukan oleh PT X dalam rangka
memanfaatkan PP No. 23 Tahun 2018.

2. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif menjadi metode yang
digunakan dalam penelitian ini. Bogdan dan
Taylor dalam Nugrahani (2014: 4)
menjelaskan bahwa penelitian  kualitatif
merupakan metode penelitian yang dapat
memberikan hasil berupa data deskriptif
dalam bentuk lisan, tulisan, dan perilaku dari

objek penelitian. Tujuan dari penelitian
kualitatif ini adalah untuk mendefinisikan
fenomena secara menyeluruh  melalui
pengumpulan  data yang  mendalam,
menunjukkan pentingnya kedalaman dan
detail dari data yang diteliti (Soegianto dalam
Harahap, 2020: 125).

Data primer yang dikumpulkan bersumber
dari wawancara dengan narasumber dari PT
X. Selain itu, data sekunder juga digunakan
dalam penelitian ini sebagai pendukung yang
diperoleh melalui buku, internet, artikel, dan
jurnal ilmiah. Penulis menjadikan PT X—
yang tidak mau disebutkan namanya—
sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini.
Langkah wutama dalam penelitian yaitu
mengumpulkan data yang tekniknya terdiri
dari empat cara, yakni observasi, wawancara,
dokumentasi, dan  gabungan/triangulasi
(Sugiyono, 2014: 309).

Adapun, dalam mengumpulkan data
dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan
adalah wawancara dengan seorang Staff
Finance, Accounting, and Tax Analyst di PT
X melalui platform Google Meet. Dalam hal
ini, wawancara dilakukan secara semi
terstruktur yang berarti pertanyaan yang akan
diajukan kepada narasumber sudah disiapkan
sebelumnya oleh pewawancara, namun tetap
memungkinkan timbulnya pertanyaan baru
seiring berjalannya proses wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.Hasil penelitian

Setelah melakukan identifikasi,
wawancara, dan  mempelajari  tentang
kebijakan perusahaan mengenai perencanaan
pajak, peneliti menemukan bahwa PT X
dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya sudah memanfaatkan fasilitas
yang disediakan oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 dalam pembuatan
perencanaan pajak perusahaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2018, Wajib Pajak Pribadi Pengusaha
atau Wajib Pajak Badan dapat menggunakan
tarif PPh Final sebesar 0,5% dengan
ketentuan omzet bruto perusahaan dalam satu
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tahun tidak boleh melebihi Rp4,8 miliar.
Kemudian, ketentuan kedua dari Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yaitu jangka
waktu dari pengenaan PPh final untuk Wajib
Pajak Badan Berbentuk Perseroan Terbatas
adalah selama 3 tahun.

Dilihat dari dua ketentuan yang
disebutkan sebelumnya, sudah dipastikan
untuk ketentuan kedua tersebut PT X sudah
memenuhi karena PT X sendiri merupakan
perusahaan yang baru berdiri kurang lebih
selama 3 tahun. Maka dari itu, perencanaan
pajak yang dilakukan oleh PT X untuk secara
maksimal memanfaatkan PP No. 23 Tahun
2018 adalah dengan membuat skema seolah-
olah omzet bruto perusahaan kurang dari
Rp4,8 miliar dalam satu tahun.

Perencanaan  pajak  pertama  yang
diimplementasikan oleh PT X adalah
membuat skema seolah-olah gaji karyawan
berada di bawah PKP. Sebagai contoh
seorang karyawan memiliki gaji pokok
sebesar Rp6 juta tetapi perusahaan hanya
melaporkan gaji karyawan tersebut sebesar
Rp3 juta. Selanjutnya, sisa dari gaji yang
tidak dilaporkan tersebut dialokasikan ke
biaya-biaya lain yang termasuk ke dalam
golongan deductible expense seperti biaya
pendidikan dan pelatihan, biaya seragam,
lembur, dan entertainment.

Menurut Sjahril, dkk (2022), deductible
expense adalah biaya yang dapat membuat
berkurangnya laba kena pajak perusahaan
sehingga pajak yang harus dibayarkan
perusahaan  pun  menjadi  berkurang.
Sedangkan, perencanaan pajak kedua yang
diimplementasikan oleh PT X adalah Direksi
tidak digaji oleh perusahaan, namun dalam
praktiknya perusahaan melaporkan gaji
direksi setiap bulan-nya dengan nominal Rp
15 - Rp 20 juta dengan catatan Pajak
Penghasilan PPh 21 atas gaji direksi tersebut
ditanggung oleh perusahaan atau dengan kata
lain menggunakan metode neto.

Selanjutnya, catatan yang kedua adalah
sistem pemungutan pajak yang digunakan
atas gaji direksi tersebut menggunakan sistem

withholding tax. Artinya, pihak ketiga atau
perusahaan  yang berwenang untuk
menentukan besaran dari pajak terutang
(ARVINTI, 2022).

3.2.Pembahasan
Kategori Tax Planning

PT X telah melakukan dua macam tax
planning dalam strategi perpajakannya. Tax
planning yang pertama yaitu membuat skema
seolah-olah perusahaan mengalami
kebangkrutan  sehingga gaji  karyawan
menurun dan berada di bawah PKP untuk
menghindari pengenaan PPh 21. Awalnya
perusahaan hanya memanfaatkan insentif
pajak dari pemerintah melalui Peraturan
Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020
yang berlaku pada tahun 2020 dan kemudian
diperpanjang hingga 2021. Namun, Kketika
peraturan tersebut tidak berlaku lagi pada
tahun 2022, perusahaan mulai menyusun tax
planning agar tetap pada keadaan gaji
karyawan tidak perlu dipotong PPh 21.
Skema tersebut merupakan hal yang ilegal
sehingga termasuk ke dalam tax evasion. Hal
ini karena skema yang diterapkan perusahaan
telah  menyembunyikan  kondisi  yang
sebenarnya dan melanggar undang-undang
perpajakan.

Selain itu, PT X juga melakukan tax
planning lainnya yang dilakukan dengan
mencatat gaji direksi secara fiktif dengan
nominal yang cukup besar, dalam hal ini
narasumber mengatakan bahwa perusahaan
melaporkan gaji direksi sebesar Rpl15 juta -
Rp20 juta per bulan. Meskipun begitu,
nyatanya direksi tidak pernah menerima gaji
tersebut dan hanya mendapatkan keuntungan
dari pembagian laba. Tindakan ini dilakukan
dengan persetujuan dan ketersediaan direksi
sebagai pihak yang bersangkutan dan terkena
dampak secara langsung atas adanya
kebijakan tersebut. Tax planning tersebut juga
merupakan hal yang ilegal dan termasuk ke
dalam tax evasion karena perusahaan
berusaha mencari celah untuk melakukan
penghematan pajak dengan memanipulasi
keadaan yang sebenarnya.
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Menurut narasumber, tax planning yang
dilakukan  perusahaan adalah  dengan
memanfaatkan grey area perpajakan sehingga
sejauh ini tax evasion yang dilakukan tidak
pernah terdeteksi. Berjalannya tax planning
perusahaan ini juga didukung oleh faktor
eksternal yaitu adanya auditor tender dari
KAP vyang mengaudit PT X tersebut.
Perusahaan akan melakukan tender untuk
memilih  KAP yang akan mengaudit
perusahaannya pada periode yang akan
datang. Pada saat itulah fee audit menurun
dan menyebabkan turunnya kualitas audit
yang dihasilkan. Hal ini juga serta merta
berpengaruh pada independensi auditor. Oleh
karena itu, PT X memanfaatkan kondisi
tersebut untuk menjamin pelaksanaan tax
planning perusahaan.

Dampak Dari Penerapan Tax Planning
yang Digunakan oleh PT X

Tax Planning adalah strategi perusahaan
yang tujuannya adalah untuk mengurangi
beban pajak perusahaan di periode yang
sedang berjalan ataupun di  periode
selanjutnya. Menurut Ernawati, dkk (2015),
manfaat dari tax planning vyaitu dapat
mengefektifkan dana perusahaan karena dapat
memperkecil ~ beban  pajak,  sehingga
perusahaan dapat mengalihkan dana tersebut
untuk membiayai kegiatan perusahaan
lainnya yang lebih  bermanfaat bagi
perusahaan.

Sementara itu, dampak dari tax planning
yang dilakukan oleh PT X bagi karyawannya
adalah pendapatan gaji yang diberikan secara
neto tanpa adanya pengurangan. Hal ini
bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan
karyawan perusahaan dengan perlakukan
pajak penghasilan karyawannya melalui
penerapan tax planning yang memanfaatkan
grey area atau are abu-abu perpajakan. Grey
area atau are abu-abu merupakan kondisi
dalam perhitungan perpajakan yang dapat
menimbulkan perbedaan penafsiran antara
satu pihak dengan pihak lainnya yang dapat
memberatkan salah satu pihak tersebut
(Lazuardi, dkk., 2018).

Sedangkan dampak dari tax planning
yang dilakukan bagi PT X adalah dapat
mengurangi pengenaan Pajak Penghasilan
Badan. Hal ini disebabkan adanya strategi
yang digunakan oleh perusahaan dengan
mengalokasikan biaya ke dalam deductible
expenses. Selain itu, adanya penggajian fiktif
kepada direksi akan berdampak pada laba
perusahaan, sehingga beban perusahaan akan
bertambah dan mengurangi laba perusahaan.
Menurut  Andani  (2015) beban pajak
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi
olen perusahaan dan menjadi aspek yang
dapat mengurangi laba. Dengan adanya beban
gaji kepada direktur tentunya dapat menjadi
pengurang laba sehingga pajak penghasilan
badan akan berkurang.

Penerapan  tax  planning  tentunya
memberikan manfaat terhadap perusahaan
karena dapat mengurangi biaya pengeluaran.
Namun, untuk menerapkan tax planning
perusahaan atau wajib pajak harus tetap
mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku.
Tax planning adalah strategi alternatif yang
tepat dengan cara memanfaatkan celah yang
tidak melanggar aturan perpajakan sehingga
hal ini legal dan dapat terhindar dari sanksi
perpajakan (Ernawati, dkk., 2015).

Penerapan tax planning yang dilakukan
olen PT X dengan memanfaatkan grey area
tentunya dapat beresiko terhadap perusahaan
karena dengan memanfaatkan grey area akan
menimbulkan perbedaan sudut pandang
antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Hal
ini dapat terjadi ketika adanya pemeriksaan
kewajiban perpajakan dalam melaksanakan
kewajiban pajak sehari-harinya berdasarkan
pasal atau ayat yang berbeda penerapan
dengan yang dilakukan oleh wajib pajak
dengan juga otoritas pajak. Hal ini dapat
menimbulkan terjadinya menerbitkan surat
ketetapan pajak atau sanksi administrasi
perpajakan lainnya (Lazuardi, dkk., 2018).

Sementara itu, strategi tax planning
lainnya yang dilakukan olen PT X ini perlu
menjadi perhatian karena sangat beresiko dan
dapat dikategorikan sebagai tax evasion. Tax
evasion dijelaskan menurut Ayu dalam
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Friskianti dan Handayani (2014) adalah
kondisi di mana wajib pajak melakukan
penghematan pajak dengan strategi yang
melanggar aturan perpajakan. Strategi yang
dilakukan PT X dengan tidak
mengungkapkan  gaji  karyawan yang
sebenarnya dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana atas penggelapan pajak karena
merekayasa jumlah pengeluaran perusahaan.
Hal ini tentunya melanggar pasal 372 KUHP.
Selama perusahaan beroperasi, laporan audit
yang dihasilkan juga bisa dikatakan tidak
berkualitas karena dengan memanfaatkan
audit tender dimana kualitas auditnya harus
dipertanyakan tentang kebenarannya.

Anggoro dan Septiani (2015) menjelaskan
bahwa perilaku penghindaran pajak yang
dengan sengaja tidak  mengungkapkan
keaslian laporan laba akan menghasilkan
informasi yang tidak sesuai dengan fakta, hal
tersebut dapat mengakibatkan
kesalahpahaman antara perusahaan dengan
pemegang saham karena menurunya kualitas
dari laporan keuangan perusahaan.

4. KESIMPULAN

Pada penelitian ini, beberapa studi
literatur dan data pendukung mengenai
perencanaan pajak dengan memanfaatkan PP
No. 23 Tahun 2018 telah dikumpulkan.
Diperoleh temuan bahwa PT X melakukan
tax planning dengan menciptakan skema
dengan cara membuat gaji karyawan di
bawah PKP dan membuat gaji fiktif untuk
direksi yang berpengaruh pada mengecilnya
omzet bruto perusahaan yang dianggap
sebagai kegiatan pengelakan pajak (tax
evasion), dengan memanfaatkan grey area
perpajakan sehingga tax evasion tidak pernah
terdeteksi. Selain untuk menekan tarif pajak,
kebijakan tersebut dilakukan agar gaji
karyawan tidak terpotong pajak sehingga
dinilai memberikan kesejahteraan untuk para
karyawan. Dengan begitu karyawan dapat
memperoleh gaji secara penuh tanpa adanya
potongan pajak PPh 21.

Melalui  temuan  yang  diperoleh
berdasarkan studi literatur dan wawancara,

pemanfaatan PP No. 23 Tahun 2018 dapat
dilakukan, terutama untuk perusahaan yang
memiliki omzet bruto kurang dari Rp4,8
miliar dalam satu tahun pajak dan pengenaan
waktu pajak 3 tahun pajak bagi perseroan
terbatas. Dalam kasus ini objek PT X masih
memenuhi Kriteria tersebut. Sehingga sangat
memungkinkan untuk membuat perencanaan
pajak dalam rangka memanfaatkan fasilitas
dari PP No. 23 Tahun 2018 tersebut.
Meskipun berpotensi ditemukannya upaya
pengelakan pajak, namun dengan piawainya
perusahaan memanfaatkan fasilitas peraturan
yang ada akan memberikan manfaat pada
perusahaan meskipun hanya dalam jangka
waktu pendek. Oleh karena itu, penelitian
lebih lanjut yang mengkaji perencanaan pajak
dengan memanfaatkan PP No. 23 Tahun 2018
terhadap  perusahaan  perseroan  perlu
dilakukan agar memberikan kejelasan aturan
untuk wajib pajak.
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